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BAS IV 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN : 

B. !mplikasi yuridis dari pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah' 
yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 
Tahun 1999 terhadap Kontrak Production Sharing atau Production 
Sharing Contract (PSC) antara PERT AMINA dan CAL TEX ada 
beberapa yaitu : 
- berkaitan dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah bedasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan 
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dikhawatirkan 
Pernerintah Daerah mengeluarkan peraturan-peraturan yang 
dapat me~bebani pihak kontraktor yang salah satunya CAL TEX. 
- Apablla tidak ada kesepahaman rnengenai maksud dari 
pemberian otonomi daerah maka pelaksanaan otonomi daerah 
tersebut akan memicu gerakan masyarakat untuk merdeka atau 
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan PSC baik 
secara yuridis maupun ekonomi. 
~ 	 timbulnya tumpang tindih kewenangan antara kewenangan. 
Pemerintah Pusat dan Daerah di Wilayah Kuasa Pertambangan 
Riau akibat kurangnya disosialisasikan Undang-undang No. 22 
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Dan No. 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 
Tahun 2000. 
Ketidakjelasan mengenai keterlibatan kontraktor secara 
administratif dan informatif dalam melaksanakan pola distribusi 
pendapatan Daerah berdasarkar: U:1dang~undang No. 25 Tahun 
2000. 
b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh CALTEX untuk mengantisipasi 
dampak negatif secara yuridis yang mungkin timbul : 
- Senantiasa menerapkan prinsip Transparansi dalam segala 
kegiatan pengusahaan penambangan minyak dan gas bumi dan 
juga dalam pemberian informatif mengenai hasil produksi yang 
dicapai tapi sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah 
ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar dari 
pendapatan yang akan mereka peroleh dari hasil produksi 
minyak dan gas bumi; 
Meningkatkan sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3L) dengan baik. 
- Mengembangkan Program Pengembangan Masyarakat di sekitar 
wilayah operasi sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam 
rangka pemberdayaan masyarak~t. 
-	 Bekerja sarna dengan Pemerintan Pusat dan Daerah untuk 
mensosialisasikan Undang-undang Otonomi Da.erah dan 
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PENUTUP 

t. KesimptdaD 
1. Deogan dikeluarlamuya Peraturan Penmdaog • 1DJdangan yang mengat:ur 
tentang masalah Keselamatan dan Kesebatan Kerja , maka Pemerintah 
telah benar - benar menyadari arti pentin,gnya program Janunan 
Keselamatan dan Kesebatan KeIja bagi tenaga ke1ja. 
2. 	P.T. Ekadhanna Tape Industri Sidoarjo telah memberikan perlindungan 
keIja terhadap tenaga keIja serta cara yang aman dalam melaksanakan 
peke1jaannya. Selain itu, P.T. Ekadharma Tape Industri Sidomjo telah 
melaksanakan keteo.tuan - ketentuml yang mengatur tentang program 
j aminan Keselamatan dan Kesehatan KeIja. 
1.Saraa 
1. Diharapkan Pemerintah selalu memperlui;jkan masalah Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja , karena menginpt pentingnya program jaminan 
Keselamatan dan Kesehatan KeIja. . 
2. 	 P.T. Ekadharma Tape Jndustri Sidoarjo harus lebih memperhatikan serta 
lebih meningkatkan perlinchmgan kerja terhadap t:enaga keIja mengingat 
tenaga ke1ja merupakan salah satu modal utama untuk meningkatkan 
produktivitas. 
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